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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan  hasil pembahasan pada bab III dan hasil penelitian yang 

dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa 

1. Pemberian izin keramaian untuk pesta pernikahan oleh Kepolian 

Sektor (Polsek) Lubuk Kilangan Kota Padang belum sepenuhnya 

terealisasi. Masih banyak masyarakat yang mengadakan kegiatan 

keramaian dengan mendatangkan banyak orang tidak mengurus surat 

izin keramaian. Hal ini disebabkan karena dasar hukum yang lemah 

dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan anggota kepolisian 

kepadamasyarakat sehingga masyarakat beranggapan bahwa  

mengurus izin keramaian tidak penting dan  hanya buang buang waktu. 

Serta kurang tegasnya sanksi yang diberikan kepada para pihak yang 

melanggar dan pihak yang tidak mengurus izin keramaian juga 

menjadi penyebab kurangnya kepedulian masyarakat dalam mengurus 

surat izin keramaian ketika mengadakan kegiatan keramaian. 

2. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pemberian 

izin keramaian tersebut belum dilakukan secara efektif sehingga masih 

banyak terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam suatu 

kegiatan keramaian dan masyarakat yang tidak menurus izin keramaian 
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untuk suatu kegiatan keramaian. Kurang efektifnya pengawasan yang 

dilakukan oleh pihak kepolisian sering menimbulkan keresahan 

terhadap masyarakat karena tidak terciptanya rasa aman bagi 

masyarakat disekitar tempat diadakannya kegiatan keramaian, seperti 

sering terjadinya kerusuhan dan menimbulkan kemacetan bagi pesta 

pernikahan yang menggunakan badan jalan karena kurangnya 

pengawasan. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengurusan 

izin keramaian tersebut juga menyebabkan pihak kepolisian tidak dapat 

melakukan pengawasan secara efektif.   

B. Saran 

1. Perlu adanya penyempurnaan atau aturan khusus yang mengatur 

mengenai izin keramaian khususnya  pesta pernikahan karena aturan-

aturan yang ada saat ini yang mengatur tentang izin keramaian masih 

ambigu dan belum mengatur secara keseluruhan. 

2. Perlu diberikannya sanksi yang lebih tegas kepada orang, badan, 

organisasi atau kelompok sebagai panitia yang akan mengadakan 

kegiatan keramaian tetapi tidak mengurus izin keramaian, untuk 

menimbulkan kesadaran hukum akan pentingnya mengurus izin 

keramaian sebelum mengadakan kegiatan yang mendatangkan massa 

yang banyak agar dapat menimbulkan rasa nyaman dan aman terhadap 

masyarakat sekitarnya. 

3. Pemohon izin sebagai penanggungjawab kegiatan keramaian juga 

seharusnya merencanakan kegiatan keramaian secara matang dan telah 
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mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan dari kegiatan 

keramaian yang akan diadakan tersebut, baik dampak positif maupun 

dampak negatif bagi pengunjung kegiatan tersebut maupun bagi 

masyarakat sekitar. 

4. Perlu adanya pengawasan yang efektif dari pihak kepolisian khususnya 

bagi kegiatan keramaian yang menggunakan badan jalan, agar tetap 

terciptanya ketertiban, keamanan, dan kelancaran lalu lintas. 

5. Perlu dilakukannya pemberitahuan atau sosialiasi oleh instansi terkait 

yang sejelas-jelasnya agar masyarakat mengetahui pentingnya 

mengurus suatu izin keramaian khususnya dalam pesta pernikahan agar 

tercipta kondisi yang aman,tentram dan kondusif dalam masyarakat 

untuk menghindari terjadinya kerusuhan atau keadaan-keadaan yang 

akan merugikan masyarakat banyak. 

 

 

 


